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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

bahwa tuntutan perkembangan dinamika kelembagaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu
membentuk dan menata struktur organisasi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pengaturan
dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
14) ;



10.

11.

12.

13.

Menetapkan

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007 ( Lembaran
Daerah Tahun 2003 Nomor 2) ;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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2.
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Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya,
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tasikmalaya ;
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang.

BAB I

PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.



BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD vyang
dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada
pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan
administratif kepada anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
fasilitasi rapat anggota DPRD ;

pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD ;

pengelolaan tatausaha DPRD ;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Qoo

Bagian Kempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
a. Sekretaris Dewan ;
b. Bagian Umum, membawahkan :
1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
2) Subbagian Rumah Tangga ;
c. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahkan :
1) Subbagian Risalah ;
2) Subbagian Persidangan, Hukum dan Dokumentasi .
d. Bagian Keuangan membawahkan :
1) Subbagian Anggaran ;
2) Subbagian Pembayaran.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional
(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

(1) Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk Jabatan  Fungsional ;



(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah ;

(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-
tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
simplikasi dan sinkronisasi ;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas ;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waktu ;

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan operasional Sekretariat DPRD bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan dari
sumber lain yang sah.
BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

(1) Rincian Uraian Tugas Unit Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud
Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota ;

(2) Organisasi Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya dalam jangka waktu 2
(dua) tahun setelah ditetapkan, akan diadakan evaluasi kembali.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan
Keputusan Walikota.



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 21 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA
Ttd
H. BUBUN BUNYAMIN
Diundangkan di  : Tasikmalaya
pada tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

Ttd.
H. ADIL DARMAW AN
Pembina Utama Muda

NIP. 110019475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR': 14 SERI D
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